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PUTUSAN
Nomor 3691/Pdt.G/2023/PA.Cbn

Al 5

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON , tempat/tangal lahir Bogor/05 April 1975, umur 48 tahun, NIK : XXX
agama lIslam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat/tangal lahir Sumedang/17 Juli 1982, umur 40 tahun,
agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Pegawai
Negeri Sipil, tempat kediaman di Kecamatan Bojonggede

Kabupaten Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan
bertanggal 04 Juli 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama
Cibinong dalam register perkara Nomor 3691/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 04
Juli 2023 yang pada pokoknya Pemohon telah mengajukan hal-hal sebagai
berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 06 Januari 2008, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Margacinta Kota Kota Bandung sesuai
dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX tanggal 06 Januari 2008;
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2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor ;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah
bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 2 orang anak yang bernama :

1. ANAK |14 tahun
2. ANAK 11 10 tahun

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan September
tahun 2015 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai
goyah, yang disebabkan oleh :

a. Termohon pernah pergi selama 3 bulan pada tahun 2015

b. Sudah tidak ada kecocokan dan sudah tidak harmonis sejak akhir 2015

c. Termohon sudah tidak menurut dan tidak patuh kepada pemohon sejak
tahun 2015, walaupun sudah berkomitmen untuk saling berubah, tapi
kenyataan termohon tidak berubah

d. Termohon kurang menjalankan tanggung jawab dan tugas sebagai
seorang istri

e. Termohon sering pergi ke luar rumah tanpa izin pemohon sejak
Desember 2022

5. Bahwa, puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon
tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Desember tahun 2022, yang
akibatnya sejak januari 2023 Termohon pergi meninggalkan rumah dan
sekarang Termohon tinggal dirumah sebagaimana alamat tersebut diatas;

6. Bahwa, Pemohon telah berusaha mengatasi masalah tersebut dengan
jalan musyawarah namun tidak berhasil;

7. Bahwa, akibat tindakan Termohon tersebut di atas, Pemohon sudah tidak
sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan
Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga
dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon
menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama,;
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8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan
Agama Cibinong;

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk
menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon
tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara
resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk

kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;
Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

seperti diuraikan tersebut di atas;
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Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun
telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang,
sedang tidak ternyata bahwa tidakdatangannya itu disebabkan sesuatu
halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat
diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon
harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai
dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah
dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya
perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 660000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Cibinong pada hari ini Rabu, tanggal 26 Juli 2023 Masehi bertepatan
dengan tanggal 08 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Dadang Karim,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Budi
Purwantini, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut
pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua
Majelis beserta Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj Nur Zahara Fauza, S.H.

sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Pemohon dan Termohon ;

Ketua Majelis,
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Drs. H. Dadang Karim, M.H.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Drs. M. Jhon Afrijal, S.H., M.H. Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Zahara Fauza, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

- Pendaftaran ‘Rp 30.000,-
- Biaya Proses ‘Rp 50.000,-
- Panggilan ‘Rp 540.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi :Rp 10.000,-
- Meterai :Rp 10.000.,-
Jumlah :Rp 660.000,-

(enam ratus enam puluh ribu rupiah);
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